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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam
memutus Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Shg, dan dibandingkan
dengan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn. penulis menyimpulkan
bahwa, pertimbangan di dalam putusan  Putusan = Nomor
347/Pid.B/2012/PN.Shg tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur yang
tertera didalam Pasal 359 KUHP yang telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan
orang lain mati. Namun didalam putusan hakim tidak menjelasan alasan
hakim lebih memilih Pasal 359 KUHP daripada Pasal 310 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Adapun adanya kemungkinan hakim lebih mengutamakan Pasal 359 KUHP
karena ringannya sanksi yang dipidanakan namun hal tersebut senyatanya
tidak sesuai karena pada saat kasus tersebut disidang di muka pengadilan
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah berlaku dan secara khusus
mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang termasuk
didalamnya kecelakaan lalu lintas. Kesesuaian Penerapan Undang-Undang
Lalu Lintas selayaknya seperti Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

Dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Shg aturan yang

diterapkan kepada terdakwa penulis menyimpukan pula bahwa sanksi pada
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putusan tersebut bertentangan dengan Asas Lex Spesialis Derogat Legi
Generalis yaitu bahwa seharusnya dalam kasus kecelakaan yang
menyebabkan matinya orang lain, hakim seharusnya menerapakan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4) dan mengesampingkan
Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dilanggarnya
asas tersebut berdampak pada munculnya disparitas putusan hakim dalam
menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain.
Disparitas yang dimaksud yaitu penerapan Pasal 359 pada Putusan Nomor
347/Pid.B/2012/PN.Shg, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor
2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn, kedua putusan ini memunculkan penerapan
hukuman yang berbeda beda atau inkonsisten pada perisitwa yang sama
dan memunculkan sanksi yang berbeda pula. Adapun yang menjadi penting
bahwa kedua perisitwa tersebut terjadi setelah Undang-Undang Lalu Lintas
sah dan berlaku sehingga menjadi janggal hakim menerapkan Pasal 359
pada Putusan 347/Pid.B/2012/PN.Sbg tanpa memberikan alasan dan

pertimbangan dalam Putusannya.

B. Saran

1. Bagi hakim hendaknya mengedepankan Asas Lex Spesialis Derogat
Legi Generalis. Dalam hal ini hakim juga seharusnya memiliki
kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (Rechtsvinding)
agar putusan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang sedang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan norma

hukum
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